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ABSTRAK

Larangan menikah dalam Islam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu
larangan yang permanen (muabbad) dan temporer (muaggat). Pada keduanya
terhimpun subjek dan sebab tertentu yang membuat perkawinan haram untuk
dilakukan. Namun, di dalam komunitas masyarakat muslim Desa Candirejo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, terdapat jenis larangan menikah yang
berada di luar dari klasifikasi larangan dalam Islam yaitu melarang anak pertama
menikah dengan orang yang tidak lengkap orang tuanya. Pelanggaran atas tradisi
itu dipercaya mendatangkan mitos buruk. Fakta bahwa masyarakat Candirejo
mayoritas adalah muslim dan telah memiliki mekanisme perkawinannya sendiri,
menjadi salah satu poin penting untuk dikaji terkait relasi hukum adat dan hukum
Islam dalam praktik tradisi larangan perkawinan tersebut. Selain itu, fokus kajian
lainnya dalam penelitian ini adalah proses sosial yang terjadi sehingga
penghindaran pernikahan dalam isu ini menjadi sebuah tradisi serta aturan adat
dan melihat praktik tradisi ini di lingkup masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menjelaskan suatu
hukum pada tataran praktis dan empiris. Penelitian ini adalah penelitian lapangan
berjenis kualitatif yang bertujuan untuk menjabarkan praktik larangan menikah
bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua dan relasi hukum adat
dengan hukum Islam dalam praktik tradisi ini. Data-data dihimpun menggunakan
metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan
kesimpulan secara induktif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu (1) Tradisi yang ada pada
masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini bersumber
dari ilmu titen, termasuk dalam ajaran primbon Jawa tidak tertulis dan merupakan
sebuah konstruksi sosial yang terjadi melalui proses eksternalisasi dan objektivasi
sebagai realitas objektif dan terinternalisasi-dalam diri masyarakat sebagai realitas
subjektif. Keberadaan Pujangga atau dukun manten, peran orang tua, adanya
mitos serta tidak adanya kontra narasi dari tokoh agama dan-masyarakat non-adat
menjadi 4 faktor-utama. di. balik keberhasilan -tradisi ini mempertahankan
eksistensinya. (2) Dialektika antara adat dan hukum Islam berjalan secara
fungsional, integratif dan tanpa konflik, tidak sebagaimana dalam teori Receptie,
Receptie in Complexu atau Receptio a Contrario dimana kedua sistem hukum
tersebut tidak mungkin diterapkan beriringan. Dalam relasi itu, memunculkan satu
yang lebih menonjol, yaitu hukum adat yang tampak dari adanya penambahan
jenis larangan menikah di luar Klasifikasi yang ada di dalam Islam, serta adanya
kewajiban mewakilkan perwalian kepada orang lain atau taukil wali bagi para
pelanggar adat sebagai sebuah mekanisme alternatif menghindari mitos buruk
yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya kontra narasi dari tokoh agama dan
karena unsur hukum adat mewarnai perkawinan Islam, tetapi tidak sebaliknya.

Kata Kunci: Relasi Hukum, Larangan Nikah, Adat



ABSTRACT

The prohibition of marriage in Islam is generally divided into two types, which
are permanent prohibitions (muabbad) and temporary prohibitions (muaggat).
Both have certain subjects and causes gathered which make marriages are
prohibited/haram to be done. However, in the Muslim communities of Candirejo
village Ponggok District Blitar Regency, there is a kind of prohibition of marriage
that is outside of the classification of the prohibition in Islam which originated
from the customary norms ban the first child to marry a person who has only one
parent. Deviations from this tradition are believed to bring bad myths. The fact
that the majority of the Candirejo society is Muslim and has its own marriage
mechanism, to be one of the main points to be analyzed regarding the relations
between customary law and Islamic law in the practice of prohibition of marriage.
Moreover, the other focus of this research is the social process that occurs so that
the avoidance of this type of marriage becomes a tradition or customary rules and
also the practice of this tradition on a practical level in the society.

The research used sociology of law approach to explain a marriage law at a
practical and empirical level. This research is a qualitative field research aimed at
describing a married practice for the first child because of the incompleteness of
parents and customary law relations with Islamic law in the practice of this
tradition. The data is collected using observation methods, interviews and
documentation and then withdrawal of the conclusion inductive.

This study resulted in two conclusions, they are (1) the tradition that is in the
society of the village of Candirejo Ponggok District Blitar Regency is sourced
from the titen, including in the unwritten Javanese primbon and it is formed from
a social construction: that occurs through externalization and objectivity as an
objective-reality and internalized in society as subjective reality. The existence of
Pujangga or the manten-shamans, the role-of parents, the myth and the absence of
contra narrative of religious figures and non-indigenous peoples are the 4 main
factors behind the success of this tradition retain its existence. (2) The dialectic
between customs and Islamic law runs functionally, integrally and without
conflict, not as in the theory of Receptie, Receptio in Complexu or Receptio a
Contrario which says that two law systems are unlikely to be applied in tandem.
The relationship ultimately raises one that is more dominant, namely the
customary law that is seen from: the addition of the type of marriage prohibition
and there is a obligation to submit a trustee (wali) to another person for the
customs offenders to avoid the bad myths, so it can be concluded that the
customary law element of coloring Islamic marriage, but not otherwise.

Keywords: Legal Relations, Prohibition of Marriage, Custom
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A. Konsonan Tunggal
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N mim m em

8] nun n en

3 wawu W we

3 ha’ h ha
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Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

L tulis Sunnah
ale tulis ‘Illah

Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan ‘h’
325 Ll ditulis al-Ma’idah
e Sl ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan ‘h’.
il 25 e ditulis Mugaranah al-Mazahib.

Vokal Pendek

kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u

Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a
B NENNY ditulis Istiksan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
| ditulis Unsl|a
, . ditulis 7
3, Kasrah +ya” mafi ditulis  al-“dlwans
(ol sladl
4. Dammah’+ wawu mati ditulis U
psle ditulis ‘Uliam
Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
po nt ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
JA ditulis Qaul

. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
asill ditulis a’antum

i

e ditulis u’iddat



Al SE Y ditulis la’insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1.

Bila diikuti huruf Qamariyyah

oA ditulis al-Qur’an

sl ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.
Al ditulis ar-Risalah

oLl ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:
i dal ditulis Ahl-Ra ’yi

daudl Jal ditulis Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

a3l AR5l A iy
Lias y WS (Glhalls gt;;f\z\ il e A5 33l g cfradlall Gy 4 Aaal)

N Ll il a5 G Al 2gad (ag raadladiagall e gagas

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tak terkira disampaikan
kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT., atas limpahan rahmat dan berkah yang
diberikan kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, yang berkat izin dari
Allah pula, tesis ini akhirnya dapat dituntaskan. Salawat dan salam disampaikan

pula kepada Nabi Muhammad SAW., seorang teladan terbaik bagi umat manusia.

Dalam penelitian ini, Peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis
sebuah praktik larangan menikah bagi anak pertama yang telah dilakukan oleh
masyarakat di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar secara
turun-temurun menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sebuah tradisi yang
secara prinsip berada di luar klasifikasi pernikahan yang dilarang oleh Islam,
tetapi menjadi salah satu nilai yang ‘dianggap penting bagi masyarakat di sana,
termasuk di dalamnya umat Islam sebagal populasi terbesar. Pertemuan antara
norma adat dengan entitas umat ‘Islam yang sejatinya telah memiliki model
larangan menikahnya sendiri, menghasilkan bentuk pergumulan tertentu yang

juga dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk

apapun. Atas tuntasnya sebuah penelitian berjudul “Tradisi Larangan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam terminologi normatif, perkawinan digambarkan sebagai suatu
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan
suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.® Perkawinan tidak dapat
dilepaskan dan erat kaitannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan
saja berhubungan dengan ikatan lahir seseorang, tetap unsur batin juga
memiliki peranan yang penting.? Sebuah institusi perkawinan hanya dapat
dikatakan sah apabila telah terpenuhi unsur-unsur keabsahannya. Para ahli
fikih merangkum syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi pada saat
akad ke dalam 4 hal; (1) adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan),
(2) adanya wali dari calon istri, (3) ada dua orang saksi dan (4) adanya ijab
dan kabul.® Masing-masing rukun tersebut juga harus memenuhi syara-syarat
sebagaimana dirumuskan dan dirangkum oleh para ulama berlandaskan
keterangan dari nas. Selain keempat rukun tersebut, unsur lainnya yang juga
harus. ada dan ditunaikan.dalam. perkawinan_adalah_mahar dari laki-laki

kepada perempuan yang dinikahinya.*

Berpijak dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa, pada prinsipnya
semua orang berhak untuk menikah dan berumah tangga dengan siapa pun
sepanjang memenuhi komponen keabsahan sebuah perkawinan, seperti rukun
dan syaratnya. Namun, landasan legalitas dan keabsahan suatu perkawinan

ternyata tidak hanya berdasar pada kedua aspek tersebut saja, yaitu memenuhi

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), him. 2.

% Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Quran
dan as-Sunnah, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), him. 96.

4 Lihat di QS. an-Nisa (4): 4.



syarat dan rukun perkawinan, tetapi aspek lainnya pun juga wajib menjadi
perhatian. Di luar dari ketentuan tersebut, Islam juga menetapkan beberapa
praktik perkawinan yang haram untuk dilakukan. Larangan tersebut berangkat
dari kondisi-kondisi tertentu sehingga membuat seseorang terhalang untuk
menikah atau dinikahi. Secara umum, terdapat 2 jenis pernikahan yang
dilarang oleh Islam, yaitu larangan yang bersifat permanen (muabbad) dan
larangan menikah yang bersifat sementara (muaqgat)®. Adanya hubungan
nasab, hubungan yang timbul akibat perkawinan, hubungan sesusuan atau
li’an merupakan beberapa kondisi yang menyebabkan perkawinan untuk

waktu selamanya menjadi sesuatu yang haram untuk dilakukan.®

Sedangkan bentuk perkawinan yang larangannya bersifat temporer di
antara jenis-jenisnya seperti jika seseorang menikahi dua orang perempuan
yang masih bersaudara sekaligus, menikahi wanita yang sedang dalam masa
iddah, wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain, wanita yang
sudah ditalak tiga, mengawini lebih dari empat orang wanita dan lain
sebagainya.” Sifat keharaman dari praktik perkawinan tersebut bergantung
pada keberadaan illat yang menyebabkannya terlarang untuk dilakukan.
Selain tercantum dan dijelaskan secara jelas di dalam nas, ketentuan di
Indonesia juga mengatur tentang larangan tersebut, sebagaimana termaktub di

dalam pasal 40 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).®

Menariknya, ‘di luar dari ketentuan di atas, masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat Jawa, mempunyai mekanisme perkawinannya sendiri,
khususnya menyangkut larangan dalam perkawinannya. Sebuah mekanisme
yang berangkat dari nilai atau kepercayaan yang dipegang teguh secara turun

temurun dengan tujuan menjaga keseimbangan hidup mereka.® Nilai yang

> Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), him. 103.

& Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
him 62.

" Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Quran
dan as-Sunnah, him. 35.

8 Lihat di Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40-44.

® Thomas Wiyasa Brawidjaja, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2004), him. 9



kemudian berevolusi menjadi norma di masyarakat yang berbeda dengan
ketentuan dalam hukum Islam tersebut juga menyangkut tentang pantangan-
pantangan dalam perkawinan yang diterapkan untuk komunitas mereka
sendiri. Seperti misalnya, sebuah tradisi pantangan menikah bagi laki-laki
karena posisi rumah ngalor-ngulon dengan calon istrinya, sebagaimana
dilakukan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Margimulyo Kabupaten
Bojonegoro.!® Dalam tradisi tersebut, posisi dan arah rumah calon mempelai
laki-laki yang menghadap Barat Laut rumah calon istrinya merupakan aspek
yang sangat penting dan akan menghalangi perkawinan keduanya.'! Contoh
lainnya juga terdapat pada masyarakat Jombang dan Pati yang memiliki
kepercayaan dan tradisi berupa larangan melaksanakan perkawinan pada
bulan Safar'? dan bulan Muharam.®®> Masyarakat pada daerah-daerah yang
memiliki tradisi larangan atau pantangan dalam perkawinan tersebut
umumnya meyakini, bahwa pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan
terjadinya perceraian, kesulitan rezeki, sampai dengan kematian, baik bagi

pasangan tersebut maupun keluarganya.*4

Selain di Bojonegoro dan Jombang, tradisi yang menyangkut larangan
atau pantangan dalam perkawinan juga diamalkan oleh masyarakat di sebuah
desa di Blitar bernama Desa Candirejo. Masyarakat salah satu desa di
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tersebut secara kolektif menyepakati
aturan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sebagai norma sosial
yang melarang anak pertama menikah dengan seseorang yang orang tuanya
tidak lengkap, atau telah meninggal salah satunya. Jika aturan itu dilanggar,

masyarakat meyakini pasangan yang melanggar maupun keluarganya akan

10 Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten

Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki”, Skripi, Fakultas
Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

1 bid.
12 Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan

Shafar (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

13 Nur Khamid, “Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (Suro) di Desa

Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2017.

4 1bid.



ditimpa keburukan.®™® Keberadaan mitos dalam tradisi tersebut menurut
kacamata masyarakat merupakan sesuatu yang aktual dan benar adanya.
Masyarakat merujuk kepada kondisi ekonomi, kesehatan dan keutuhan rumah
tangga para pelanggar tradisi maupun keluarganya setelah perkawinan yang
menyelisihi norma tersebut tetap dilangsungkan.®

Berkenaan tradisi di Candirejo tersebut, Khoirun Nikmah,
berpandangan, bahwa tradisi tersebut termasuk dalam upaya preventif yang
dilakukan masyarakat setempat dari musibah dan hal buruk lainnya, sehingga
harus diikuti. Peneliti tidak melihatnya sebagal sesuatu yang bertentangan
dengan hukum Islam, meskipun larangan perkawinan tersebut tidak diatur di
dalam Islam. Nikmah memasukkan tradisi tersebut ke dalam salah satu

bentuk sadd zari’ah atau upaya mencegah terjadinya hal buruk.’

Secara substansi, tradisi-tradisi larangan dalam perkawinan yang ada di
masyarakat, termasuk yang dijalankan oleh masyarakat di Candirejo berkaitan
dengan kedudukan anak pertama dan kelengkapan orang tua tidak masuk ke
dalam klasifikasi perkawinan yang dilarang, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun hukum positif di Indonesia. Jika kita melihat kembali pada
ketentuan dasar tentang keabsahan sebuah perkawinan menurut Islam,
letaknya ada pada pemenuhan segala yang menjadi rukun dan syarat suatu
perkawinan.*® Legalitas' praktiknya tidak bergantung sama sekali pada urutan
kelahiran sesearang maupun aspek kelengkapan orang tua. Sehingga, adanya
tradisi yang dianut masyarakat Candirejo tersebut, menjadi sebuah fenomena

dan isu yang'menarik untuk dikaji secara lebih mendalam:

Dalam konteks mekanisme praktik perkawinan, tradisi larangan

menikah sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya bukanlah satu-satunya yang

15 Khoirun Nikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena
Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2014.

18 1bid..

7 bid..

18 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), him. 103.



dijalankan oleh masyarakat Candirejo. Semacam telah menjadi kebiasaan
umum, orang tua beserta anaknya selalu datang ke Pujangga atau Dukun
Manten untuk memastikan perkawinannya tidak masuk dalam kategori yang
terlarang untuk dilakukan.'® Berbagai aspek seperti weton, posisi rumah
termasuk urutan lahir dan kelengkapan orang tua menjadi aspek yang masuk
dalam penghitungan sebelum pernikahan dilangsungkan.?® Sebagai sebuah
desa dengan mayoritas masyarakatnya pemeluk Islam, data tersebut menjadi
gambaran awal yang menarik tentang bagaimana proses dialektika yang
terjadi antara masyarakat muslim vyang telah memiliki mekanisme
perkawinannya sendiri dengan norma adat yang ada di sana, terutama dalam

konteks praktik larangan perkawinan.

Untuk mengkaji tradisi larangan menikah bagi anak pertama
sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Candirejo tersebut, penggunaan
kacamata benar-salah, hitam-putih atau halal dan haram sebagaimana corak
dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya
masih dirasa kurang cukup. Diperlukan alat analisis dan pendekatan lainnya
untuk melakukan penggalian terhadap praktik dari tradisi larangan
perkawinan tersebut secara lebih mendalam. Hal itu karena, realitas dari suatu
tradisi yang menjadi sebuah norma yang ada di tengah masyarakat Candirejo
hari ini, tidak terjadi begitu saja dan secara serta-merta, tetapi telah melalui
proses .interaksi dan dinamika_sosial yang._panjang dan sedemikian rupa,
sehingga melahirkan suatu adat atau tradisi yang hidup dan berkembang di

masyarakat.

Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum sebagai alat analisis
menurut Peneliti merupakan tools yang relevan untuk menelaah dinamika dan
interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, sehingga membuat
tradisi tersebut ada dan masih dipertahankan sampai saat ini. Adanya fakta

bahwa adat tersebut dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Candirejo yang

19 Wawancara langsung dengan Wahyudi, pada 21 Januari 2020.
20 Wawancara langsung dengan Sungib dan Mukri, pada 22 Januari 2020.



sekaligus secara faktual juga merupakan pemeluk agama Islam? yang
memiliki mekanisme larangan menikahnya sendiri menjadi sisi lain yang juga
menarik untuk dikaji menggunakan sudut pandang sosiologi hukum. Sulit
untuk tidak mengatakan, bahwa praktik tersebut pada gilirannya juga
melahirkan proses dialektika antara norma adat dengan Islam dalam
realitasnya. Selain itu, pemetaan terhadap motif masyarakat dalam mengikuti
tradisi larangan menikah ini juga akan melahirkan cara pandang yang lebih
utuh terhadap tradisi ini. Mengingat, tidak semua pelaku tradisi memahami
asal-muasal tradisi dan percaya terhadap mitos yang ada di baliknya.?? Dari
pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengarahkan pendekatan sosiologi

hukum sebagai suatu perspektif yang memiliki relevansi untuk digunakan.

Dalam hal ini, Peneliti tidak sedang dalam rangka melakukan penilaian
menggunakan standar hukum Islam atas tradisi larangan bagi anak pertama
sebagai isu utama dan membuat kesimpulan dari sudut pandang tersebut,
tetapi lebih kepada menelaah proses sosial yang terjadi di masyarakat
setempat, sehingga tercipta sebuah bentuk larangan menikahnya sendiri dan
membuatnya sebagai suatu konsensus sosial yang melibatkan orang tertentu
lalu mencermati dialektika yang terjadi antara norma adat dan Islam.
Berangkat dari basis argumentasi sebagaimana dijabarkan di atas, Peneliti
mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian berjudul “Tradisi
Larangan Perkawinan bagi, Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.”

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama karena
ketidaklengkapan orang tua yang ada di Desa Candirejo Kecamatan

Ponggok Kabupaten Blitar?

21 Wawancara via telepon dengan Andi Kurniawan, pada 30 Mei 2020.
22 \Wawancara langsung dengan Wahyudi dan Bahruddin, pada 22 Januari 2020.



2. Bagaimana relasi antara norma adat dan Islam dalam praktik larangan
perkawinan bagi anak pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memahami asal-usul dan praktik tradisi larangan menikah bagi
anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua serta dinamika sosial
yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
sehingga masih dipraktikkan sampai sekarang

b. Untuk memahami bentuk relasi dan dialektika yang terjadi antara
norma adat dan Islam dalam praktik larangan perkawinan bagi anak
pertama karena ketidaklengkapan orang tua pada masyarakat Desa
Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis; Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
dan menambah wawasan ilmiah dalam khazanah Hukum Keluarga
Islam, terutama terkait praktik tradisi larangan menikah yang ada di
masyarakat.
b. Kegunaan Praktis; Penelitian ini - diharapkan dapat memberikan
informasi bagi pembaca seputar dialektika antara norma adat dan Islam
di“ balik praktik larangan perkawinan -bagi anak pertama karena
ketidaklengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar.
D. Telaah Pustaka

Penelitian dan riset seputar tradisi larangan menikah di masyarakat
telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti dari berbagai
Perguruan Tinggi. Hal tersebut sebagai respons para Peneliti atas beragam
tradisi larangan menikah yang hidup di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi-
tradisi larangan menikah yang ada, berkaitan dengan berbagai macam hal, ada

yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, pihak-pihak tertentu dan



larangan menikah karena menyangkut tempat tertentu. Akan tetapi,
penelitian-penelitian yang sudah ada saat ini memiliki corak dan sudut
pandang yang relatif seragam, yaitu menganalisis tradisi larangan menikah
menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Meski terdapat juga
beberapa yang mengkajinya dari sudut pandang yang lain, namun ruang
kajian mengenai tradisi larangan menikah, terutama yang mengangkut anak

pertama dan korelasinya dengan kelengkapan orang tua masih cukup lebar.

Beberapa penelitian tentang tradisi larangan menikah yang
menggunakan pendekatan normatif hukum Islam sebagai sudut pandangnya
antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khoirul,>®> Ahmad
Ubaidillah,?* Siti Rowiyatin,?® Leni Tri Wulandari,?® Sodikin,?” Khoirul
Nikmah?® dan Nur Khamid.?® Dalam penelitian Ahmad Khoirul, la mengkaji
sebuah tradisi yang hidup di tengah masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan. Tradisi tersebut berupa larangan menikah
karena mentelu. Dalam tradisi tersebut, seseorang dilarang untuk menikah
dengan seseorang lainnya yang diketahui masih memiliki hubungan

kekerabatan di antara buyut mereka. Pendekatan normatif hukum Islam yang

2 Ahmad Khoirul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena
Mentelu di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, SKripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

% Ahmad Ubaidillah, ““Analisis' Hukum Islam Terhadap. Larangan Nikah Anak Podo
Mbarep di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

% Siti Rowiyatin, “Perkawinan ‘Gugon Tuhon’ Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”, Skripsi, Fakultas Syariah
dan limu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.

% Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada
Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo
dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah IAIN Salatiga, 2017.

27 Sodikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang
Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang, 2018.

28 Khoirun Nikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena
Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo
Semarang, 2014.

2 Nur Khamid, “Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharam (Suro) di Desa
Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2017.



digunakan oleh Ahmad Khoirul untuk menganalisa topik tersebut
menghasilkan kesimpulan, bahwa larangan nikah mentelu merupakan
larangan perkawinan yang tidak boleh diikuti dan diamalkan dalam
perkawinan Islam karena tidak sejalan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan
peraturan dalam hukum Islam, dalam hal ini adalah ketentuan tentang

larangan nikah.*

Sementara itu, dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu
normatif hukum Islam, Ahmad Ubaidillah® melakukan kajian terhadap
larangan nikah anak podo mbarep. Larangan menikahkan anak podo mbarep
atau sesama anak pertama yang ada di Desa Ketegan Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo diteliti oleh Ahmad Ubaidillah Hag
dengan pendekatan Hukum Islam. Dalam analisisnya, Peneliti menyatakan
bahwa di dalam Islam, nikah podo mbarep tidak termasuk ke dalam
perkawinan yang dilarang. la mengategorikan perkawinan semacam ini
termasuk kategori ‘urf fasid dan tidak boleh diikuti karena bertentangan

dengan hukum Islam.*?

Hampir serupa secara objek kajian dengan apa yang ada pada penelitian
Ahmad Ubaidillah, Skripsi yang ditulis oleh Sodikin juga mengambil fokus
pada tradisi larangan menikah dengan pihak-pihak tertentu. Penelitian
Sodikin® berfokus 'pada analisis normatif ‘hukum Islam tentang tradisi
larangan menikah ‘dengan wanita yang salah satu orang tuanya sudah
meninggal. Tradisi yang berlangsung di- Desa Demong Kecamatan

Wonosalam . Kabupaten | Demak  “tersebut “.menurut- Sodikin, sangat

%0 Ahmad Khoirul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena
Mentelu di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, him. 87.

31 Ahmad Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo
Mbarep di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

32 |bid., him. 89.

3 Sodikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang
Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang, 2018.



bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam kesimpulannya, la juga
menyatakan bahwa tradisi ini harus segera dihapuskan agar tidak membebani
pihak wanita yang kebetulan dalam kondisi salah satu orang tuanya telah
wafat.

Selanjutnya, jika penelitian Sodikin menyimpulkan bahwa tradisi
larangan menikah atas dasar ketidaklengkapan orang tua bertentangan dengan
hukum Islam, riset yang dilakukan oleh Khoirun Nikmah memiliki
kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan olehnya,
diperoleh konklusi bahwa praktik larangan menikah karena ketidaklengkapan
orang tua tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tataran praktis,
tradisi masyarakat di desa tersebut melarang seorang anak pertama menikah
dengan orang lain yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia.
Sebagaimana tradisi larangan menikah di tempat lain, masyarakat Desa
Candirejo juga percaya akan datangnya musibah dan malapetaka jika
larangan tersebut dilanggar. Tradisi larangan menikah yang ada di Desa
Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tersebut dinilai oleh Peneliti
sebagai upaya mencegah datangnya keburukan sebagaimana kepercayaan
masyarakat setempat. Menurut Peneliti, mengabaikan larangan menikah
tersebut menimbulkan keragu-raguan dan keragu-raguan lebih baik
ditinggalkan dengan menggunakan pendekatan sadd az-zari’ah. Seperti yang
tercantum pada judul skripsi tersebut, riset hanya berfokus pada analisis
tradisi ‘larangan perkawinan menggunakan hukum  Islam sebagai pisau

analisisnya.®*

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang melakukan analisis
normatif terhadap tradisi larangan menikah di masyarakat berkaitan dengan
pihak-pihak tertentu, penelitian yang dilakukan oleh Leni Tri Wulandari,

Sumartini, Khudori Anwarudin dan Devi Indah Sri Gumelar meneliti tradisi

3 Khoirun Nikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena
Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo
Semarang, 2014.
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larangan perkawinan yang berkaitan dengan tempat dari kedua calon
mempelai. Di dalam penelitiannya, Leni melakukan analisis terhadap adanya
larangan menikah antar dukuh yang diterapkan oleh masyarakat di Dukuh
Jaten Desa Mojo dan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong
Kabupaten Boyolali. Pendekatan normatif-sosiologis ia gunakan untuk
mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya larangan tersebut
dan posisinya dalam kajian hukum Islam. Hasilnya, faktor kurangnya
pendidikan agama masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan
langgengnya tradisi larangan menikah tersebut di masyarakat. Faktor tersebut
didukung dengan adanya keyakinan masyarakat, faktor keluarga serta faktor
sosial masyarakat yang semakin mengukuhkan eksistensi dari tradisi tersebut.
Meskipun, dari sudut pandang hukum Islam, Peneliti menyimpulkan, tidak

dikenal larangan menikah semacam itu.*

Sedangkan Sumartini, dalam penelitiannya, menggali pandangan Tokoh
Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Margimulyo Kabupaten Bojonegoro
tentang adat larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki. Perkawinan
ngalor-ngulon merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan
yang posisi rumah mereka menghadap barat-utara atau Barat Laut (ngalor-
ngulon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan tokoh Nahdlatul
Ulama (NU) di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap
tradisi larangan perkawinan ngalor-ngulon terpecah menjadi dua, sebagian
menyatakan tegas menolak, sebagian lainnya membolehkan tradisi tersebut.
Merekayang berpendapat /menolak tradisi tersebut berlandaskan pada, jika
tradisi tersebut dibiarkan terus berlangsung akan merusak keimanan
seseorang yang lebih meyakini tradisi nenek moyang dari pada hukum Allah
SWT. Sebab, di dalam Islam, ukuran-ukuran dalam memilih calon pasangan
yang lebih rasional, seperti bibit, bebet dan bobot lebih dipertimbangkan

daripada ngalor-ngulon. Sementara tokoh NU yang membolehkan tradisi itu

% Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada
Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo
dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah TAIN Salatiga, 2017.
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berpendapat bahwa, harus ada kebijaksanaan dalam merespons tradisi
tersebut dengan terus menerus melakukan penyuluhan dan bimbingan tentang
ilmu munakakat dalam Islam agar secara perlahan kepercayaan di masyarakat
tersebut dapat dikikis dan ditinggalkan, bukan dengan serta-merta

menolaknya.3®

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini, Khudori
Anwarudin melihat fenomena larangan menikah ngalor-ngulon dari
perspektif ‘urf. Dalam riset yang berlokasi di Desa Semanding, Kecamatan
Jenangan, Kabupaten Ponorogo tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa
larangan perkawinan ngalor-ngulon termasuk dalam ‘urf sakih atau adat yang
baik dan boleh dilakukan. Peneliti mendasarkan kesimpulannya tersebut pada
pemaknaan dari sifat larangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian di dalam
mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Sementara
terkait pelanggaran larangan ngalor-ngulon menurut pandangan‘urf
diperbolehkan, sebab larangan tersebut dari segi karateristiknya termasuk ke

dalam ‘urf fi’lz, sedang pelakunya termasuk ‘urf khassah.®’

Sementara Devi Indah Sri Gumelar meneliti larangan menikah karena
temon aksoro menggunakan pendekatan — normatif. Riset tersebut
menggunakan analisis ‘urf" terhadap tradisi larangan perkawinan temon
aksoro di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir- Kabupaten Malang. Tradisi
larangan perkawinan temon aksoro merupakan larangan menikah karena
bertemunya dua huruf yang sama dari nama dua dusun di Desa Sidorahayu,
yaitu Dusun Tulusayu dan Dusun Temu. Berdasarkan hasil penggalian data,
tradisi larangan tersebut merupakan peninggalan ajaran Hindu di daerah
tersebut. Devi Indah, sebagai Peneliti menyatakan dalam penelitiannya,

bahwa tradisi temon aksoro termasuk ‘urf fasid karena tidak sesuai dengan

36 Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten

Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki”, Skripsi, Fakultas
Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

87 Khudori Anwarudin, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘Urf”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN
Ponorogo, 2019.
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Hukum Islam dan tidak bisa dijadikan sebagai /Aujjah dalam penetapan

hukum Islam.38

Selain larangan perkawinan yang berkaitan dengan pihak dan tempat
tertentu, masyarakat juga memiliki tradisi larangan atau pantangan menikah
berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Beberapa penelitian yang membahas
tradisi tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Khamid, Zainul
Mustofa dan Fatkhul Rohman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
Nur Khamid dan Zainul Mustofa adalah normatif, sementara Fatkhul Rohman
menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dalam penelitiannya, Nur
Khamid mengkaji tentang adanya tradisi larangan menikah di Bulan
Muharam yang ada di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati
menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Masyarakat setempat
percaya bahwa terdapat bulan atau waktu-waktu tertentu yang baik untuk
melangsungkan perkawinan, dan ada waktu-waktu yang tidak baik, bahkan
dipercaya akan mendatangkan musibah jika tetap melaksanakan perkawinan

pada saat itu.

Seperti dalam bulan Muharam atau masyarakat menyebutnya bulan
Suro, yang oleh masyarakat dipercaya adanya larangan untuk melakukan
hajatan atau pesta perkawinan. Konon pada bulan tersebut orang-orang
Keraton'. mengadakan. ' hajatan ' seperti- menikahkan keturunan Keraton,
selametan, larung sajen, memandikan pusaka-pusaka = Keraton, dan
sebagainya yang berkaitan dengan budaya kejawen. Orang biasa atau non
keluarga keraton, yang mengadakan hajatan pada bulan Muharam (Suro) akan
mendapatkan kualat. Berdasarkan analisis Peneliti, Islam tidak mengenal
pengeramatan waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu untuk tidak
melaksanakan perkawinan. Tidak diketemukan pula nas-nas yang berisi

larangan menikah pada hari-hari tertentu. Sementara berkaitan kepercayaan

% Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, “Tradisi Larangan Perkawinan Temon AKksoro
Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), Skripsi, Fakultas
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
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akan datangnya musibah dan celaka, menurut Peneliti, masyarakat telah jatuh
kepada kesyirikan kepada Allah.*

Berbeda dengan Nur Khamid, penelitian yang dilakukan oleh Zainul
Mustofa menelaah tradisi larangan menikah di Bulan Safar yang hidup di
masyarakat. la menggunakan pendekatan ushul figh untuk menganalisis
persepsi masyarakat tentang tradisi tersebut. Hasil penelitiannya
menunjukkan, bahwa tradisi tersebut merupakan kepercayaan yang
diturunkan oleh nenek moyang dan masih dipercaya hingga sekarang. Tradisi
tersebut termasuk dalam ‘urf sahih sebab, masyarakat setempat tidak
mengimani kepercayaan tersebut dan berkeyakinan bahwa musibah dan
berkah bersumber dari Allah SWT..4°

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Fatkhul Rohman
meneliti larangan perkawinan ngalor-ngulon dalam adat Jawa menggunakan
perspektif sosiologi hukum Islam. Titik fokus dalam bahasan skripsi Fatkhul
Rohman terletak pada telaah tentang sebab dilarangnya perkawinan ngalor-
ngulon di masyarakat Desa Banjarsari dan tinjauan hukum Islam tentang
larangan tersebut. Pada kesimpulannya, Fatkhul Rohman menyatakan bahwa
faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan larangan
perkawinan ngalor-ngulon adalah karena adanya faktor mitos, ekonomi,
psikologi dan tokoh yang dijadikan panutan dalam kebiasaan warisan leluhur
tersebut. Sementara dalam pandangan normatif, Peneliti menyebut bahwa
tradisi tersebut masuk dalam ‘urf fasid dan ‘bertentangan dengan dalil al-

Qur’an, khususnya yang terdapat dalam an-Nur ayat 32.%

% Nur Khamid, “Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharam (Suro) di Desa

Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2017.

40 Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan

Shafar (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

1 Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa

Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”,
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
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Sementara itu, serupa dengan pendekatan yang dilakukan oleh para
peneliti yang disebutkan di atas, Siti Rowiyatun melalukan penelitian tentang
tradisi gugon tuhon menggunakan kaca mata normatif hukum Islam. Akan
tetapi, pembahasan dalam penelitian Siti Rowiyatun mencakup beberapa jenis
pantangan dalam perkawinan gugon tuhon. Tradisi Perkawinan gugon tuhon
merupakan pantangan dalam perkawinan yang diyakini dan dipraktikkan oleh
masyarakat di Desa Tulikriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten
Tulungagung. Gugon tuhon adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-
laki menikah dengan perempuan tanpa melanggar norma adat yang telah ada
secara turun temurun. Menurut keyakinan masyarakat setempat, jika hal itu
dilanggar, maka akan membawa malapetaka bagi keluarga dan rumah tangga
mereka setelah menikah, atau perkawinan tidak akan kekal dan berakhir
dengan perceraian. Beberapa pantangan dalam perkawinan gugon tuhon
seperti, perkawinan sunduk upas, yaitu pantangan menikahi seseorang yang
rumahnya sejajar satu jalan dengan rumah dirinya. Selain itu, perkawinan
yang dilarang adalah perkawinan adu cocor, yaitu perkawinan antar orang
yang rumahnya saling berhadap-hadapan. Perkawinan jenis ketiga adalah
perkawinan melewati segoro getih, atau menikahi seseorang yang rumahnya
berada di seberang Sungai Berantas, atau bagi warga Tukriyo, tidak boleh
menikah dengan orang dari Desa Plosoarang yang berada di seberang Sungai
Berantas. Jenis perkawinan gugon tuhon yang terakhir adalah perkawinan
antara warga . Dusun Sukowinangun dengan ~warga Dusun Sendang.
Masyarakat percaya, jika perkawinan antar warga dari kedua Dusun tersebut
tetap dipaksakan akan sang istri atau suami, atau orang tua dari keduanya

akan meninggal dunia beberapa saat setelahnya.

Berdasarkan sudut pandang Hukum Islam yang ia gunakan untuk
menganalisis, Siti Rowiyatin menyimpulkan bahwa tradisi tersebut memang
tidak pernah diatur dalam hukum Islam, tetapi boleh dilaksanakan disebabkan
pada dasarnya tradisi ini bisa dinamakan al- ‘urf al-shahih karena hal tersebut

adalah suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak
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bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan,dan tidak pula

membawa mudarat.*?

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang
tradisi larangan perkawinan di masyarakat, penelitian yang Peneliti lakukan
secara objek lebih dekat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sodikin dan
Khoirun Nikmah. Dalam risetnya, Sodikin membahas tentang larangan
menikah dengan perempuan yang salah satu orang tuanya telah meninggal di
Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, sementara
Khoirun Nikmah meneliti tentang larangan menikah bagi anak pertama
dengan orang yang salah satu orang tuanya telah meninggal di Desa
Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Sedangkan dari aspek
pendekatan, penelitian Fatkul Rohman tentang tradisi larangan menikah
ngalor-ngulon di Kabupaten Nganjuk tetapi dengan objek dan fokus
penelitian yang berbeda. Sehingga, riset tentang larangan menikah dengan
pendekatan sosiologi hukum masih tetap penting dan relevan untuk
mendedah lebih dalam praktik dan relasi adat dengan hukum Islam, terutama
yang berkaitan dengan anak pertama dan kelengkapan orang tua di Desa

Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum Peneliti pada posisi untuk
memperkaya ruang riset dalam tema tersebut, serta secara khusus berupaya
melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nikmah tentang
larangan menikah bagi anak pertama dengan orang yang orang tuanya tidak
lengkap di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan
menggunakan pendekatan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah,
agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang tradisi tersebut larangan
menikah tersebut, tidak hanya hitam putih, sebagaimana ketika menggunakan
pendekatan normatif, dengan mengungkapkan kondisi sosio-historis,

dinamika, interaksi dan konstruksi sosial yang terjadi sehingga menyebabkan

42 Siti Rowiyatin, “Perkawinan ‘Gugon Tuhon’ Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”, Skripsi, Fakultas Syariah
dan limu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.
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lahir dan lestarisnya tradisi larangan menikah ini serta dialektikanya dengan

hukum Islam.
E. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, Peneliti
menggunakan beberapa sudut pandang teori yang dikemukakan oleh beberapa
ahli.

1. Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckman)

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial
yang biasanya dihubungkan dengan adanya pengaruh sosial dalam
pengalaman hidup individu. Asumsi dasar dari hal tersebut adalah
“realitas adalah konstruksi sosial”, sebagaimana diungkapkan oleh
Berger dan Luckman.*®* Cara pandang Peter Berger terhadap
hubungan antar individu dan masyarakat berpangkal pada gagasan
bahwa, masyarakat merupakan “penjara”, baik dalam artian ruang
maupun waktu, yang membatasi ruang gerak seseorang. Akan tetapi,
tidak selamanya penghuninya menganggap sebagai belenggu.
Seringkali, kehadiran “penjara” tersebut diterima begitu saja (taken
for granted) tanpa dipertanyakan oleh individu. Meski begitu, dalam
keterbatasannya, " individu 'masih " memiliki = kesanggupan untuk

memilih tindakan yang dikehendaki olehnya.*4

Dalam penjelasan yang lebih sederhana, Teori Konstruksi
Sosial yang dikemukakan oleh Berger menggambarkan bahwa pada
mulanya, manusia menjalin sebuah interaksi sederhana dengan
manusia lainnya. Interaksi tersebut terjadi dengan melibatkan
beberapa aspek dalam hubungan yang kompleks, seperti ekonomi,

agama, politik dll. Pada waktu tertentu, interaksi tersebut melahirkan

4 Hanneman Samuel, Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas, (Depok: Kepik,
2012), him. 1.
44 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 2.
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keinginan, tujuan, hasrat, maksud atau kehendak dari masing-masing
pihak. Proses tersebut dikenal dengan istilah eksternalisasi. Pada
tahap selanjutnya, keinginan, maksud, tujuan, kehendak atau hasrat
tersebut mengkristal menjadi keinginan, maksud, tujuan, kehendak
atau hasrat bersama dalam sebuah kelompok individu.*®

Proses interaksi yang semula berjalan secara sederhana,
berevolusi menjadi kian mendalam. Proses mengkristalnya keinginan
dan kehendak dari masing-masing pihak menjadi keinginan dan
kehendak bersama menunjukkan adanya kesepakatan tentang sesuatu
yang menjadi milik bersama. Kebersamaan timbal balik tersebut
dikenal dengan istilah fakta sosial dalam konsepsi Durkheim.
Sesuatu yang telah menjadi milik bersama dalam interaksi antar
individu tersebut, selanjutnya menjadi sesuatu yang berada di luar
kelompok dan bersifat memaksa terhadap para pihak. Proses ini
dinamakan objektivasi. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan
bersama tak lagi terasa bersifat memaksa, sebab realitas tersebut
diinternalisasi ke dalam diri masing-masing individu. Proses ini terus
berlangsung secara dialektis antara eksternalisasi, objektivasi hingga
pada akhirnya terinternalisasi ke dalam diri pihak-pihak yang

terlibat.*®

Istilah kontruksi sosial merujuk pada adanya proses sosial yang
terjadi melalui tindakan dan juga suatu interaksi dalam arena sosial
ketika individu menciptakan suatu kenyataan secara terus-menerus

yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.*’

Penggunaan Teori Konstruksi Sosial, sebagaimana yang telah
dijelaskan di atas adalah untuk menggali bagaimana cara masyarakat

mengkonstruksikan kehidupan sosial melalui pengalaman serta pola

%5 Ibid., him. 193.

“81bid., hIm. 192-194.

47 Aimie Sulaiman, Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter I. Berger, Jurnal Society,
Vol. 4, No. 1, 2014, him. 3.
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sosial mereka sehingga terwujud sebuah tradisi perkawinan yang
melarang anak pertama menikah dengan orang yang tidak lengkap
orang tuanya. Teori ini menjadi pisau bedah guna mengamati realitas
yang terjadi dalam masyarakat desa Candirejo, melalui konep
dialektis yang dimulai dari ekternalisasi, objektivasi sampai dengan

internalisasi.
2. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Dalam konsep Weber, yang dimaksud dengan tindakan sosial
adalah suatu tindakan individu, sepanjang tindakan tersebut memiliki
arti atau makna bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain.
Sebaliknya, sebuah tindakan yang diarahkan kepada benda mati atau
objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain,
tidak termasuk dalam tindakan sosial.*® Berkaitan dengan tindakan
sosial, Weber memperkenalkan konsep pendekatan verstehen untuk
dapat memahami maksud dan makna dari tindakan seseorang.
Pendekatan tersebut berasumsi bahwa, seseorang dalam tindakannya
tidak sekadar melaksanakan, akan tetapi juga menempatkan diri di
dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Pendekatan
tersebut mengarahkan pada sebuah tindakan bermotif pada tujuan
yang hendak- dicapai atau dikenal dengan in order to motive.*
Sehingga, tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan,

tetapi yang memiliki pola dan struktur'makna tertentu.

Weber mengategorikan tindakan sosial ke dalam 4 tipe
tindakan. Semakin rasional tindakan tersebut, semakin mudah untuk

dipahami. Tipe-tipe tindakan sosial menurut Weber yaitu:*°

48 |.B Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Grup, 2012), him. 79.

49 Ibid.

0 George Ritzer, Sosiologi IImu Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT Rajawali Press,
2001), him. 126.
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a. Tindakan Rasionalita Instrumental (Zwerk Rational)

Tindakan ini merupakan sebuah tindakan sosial yang

dilakukan oleh seseorang yang didasarkan pada

pertimbangan dan pilihan sadar, berhubungan dengan

tujuan dari tindakan tersebut dan ketersediaan alat untuk

mencapainya. Pada jenis ini, manusia melakukan suatu

tindakan sosial setelah, melalui pertimbangan matang

mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk

meraih tujuan itu.

b. Tindakan Instrumental Nilai (Werk Rational)

Jenis tindakan sosial yang kedua ini merupakan

sebuah tindakan yang memiliki sifat, bahwa alat-alat yang

ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang

sadar, sedangkan tujuannya sudah ada di dalam

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat

absolut.  Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai

merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan

tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang

dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan

mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya

terletak  pada  nifai-nilai yang menjadi dasar dalam

tindakanvini,

Tindakan sosial ini  memperhitungkan manfaat,

sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu

dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan

menurut penilaian dari masyarakat. Bagi tindakan sosial

ini, yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-

nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama,
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bisa juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan di setiap
individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok
masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai
yang berbeda, sehingga tindakan yang dilakukan oleh
setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai

makna yang berbeda-beda.>!
c. Tindakan Afektif (Affectual Action)

Tipe tindakan sosial yang ketiga lebih didominasi
oleh perasaan atau emosi, tanpa adanya refleksi intelektual
atau perencanaan yang sadar. Tindakan afektif memiliki
sifat yang spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi

emosional dari seseorang.
d. Tindakan Tradisional (Traditional Action)

Jenis tindakan sosial yang keempat ini merupakan
tindakan yang diperlihatkan oleh seseorang karena
kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa
refleksi atau perencanaan yang sadar. Apabila dalam
kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh orientasi
tindakan sosial jenis ini maka, kebiasaan dan pemahaman
mereka akan didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang
sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka

acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan.®?

Teori Tindakan Sosial sebagaimana dikemukakan oleh Max
Weber digunakan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi
dalam masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten

Blitar terkait praktik tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama.

51 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 118.

52 |bid., him. 119.

53 Doyle Paul Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka,
1994), him. 221.
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Analisis menggunakan teori ini ditujukan untuk mendapatkan
gambaran klasifikasi atau pemetaan motif di balik tindakan
masyarakat mempraktikkan tradisi larangan menikah ini sehingga

sekaligus akan menjawab rumusan masalah yang pertama.
. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat

Dalam menganalisis model dan bentuk relasi yang terbangun
antara hukum adat dengan hukum Islam yang terjadi dalam tradisi
larangan perkawinan bagi anak pertama yang ada di Candirejo,
Peneliti akan berpijak pada pandangan beberapa tokoh mengenai hal
tersebut di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam.
Berkaitan dengan hal tersebut, selain teori dan pandangan yang lebih
bersifat konflik, seperti Receptio in Complexu yang digagas oleh
Lodewijk Willem Christian Van Den Berg®, teori Receptie oleh
Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven® dan
teori Receptio a Contrario yang dikemukakan oleh Hazirin yang
dikembangkan oleh Sayuti Talib®®, terdapat juga pandangan lain
tentang hubungan keduanya yang lebih bersifat fungsional dan
dialogis. Sebagaimana dikemukakan oleh  Ratno Lukito yang
menyoroti pandangan mengenai relasi hukum adat dan hukum Islam
di Indonesia. 'yang ' lebih 'cenderung ~menggunakan pendekatan
konflik, seperti yang tampak dari pandangan para cendekiawan Barat
di atas dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sama sekali
merepresentasikan realitas . sesungguhnya dan seutuhnya di
masyarakat. Meskipun, menurutnya pula, dalam beberapa kasus

konflik antara Hukum Islam dan Adat memang terjadi.

5 Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Recetion In Compelxu,
Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario”, Jurnal Pelita, Vol. 2, No. 2, November 2017,

% Ibid., him. 180.

% Hesti Kartikasari, “Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Larangan
Pernikahan di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 10.
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Secara umum melalui temuannya, Ratno ingin membantah
pandangan-pandangan yang telah ada tersebut dengan menunjukkan
bukti-bukti konkret di akar rumput. Pada banyak kasus, justru hukum
Islam dan hukum Adat dapat hidup berdampingan.®’ Peran dari
keduanya, terutama dalam bidang legislasi hukum keluarga tidak
dapat dihilangkan. Keduanya tampak dapat saling bersatu padu
dalam membuat formula aturat hukum yang baru.°® la mencontohkan
bentuk relasi tersebut melalui adanya praktik taklik talak sebagai
salah satu mekanisme perceraian dalam masyarakat muslim
Indonesia, lalu adanya harta bersama dan wasiat wajibah yang
ketiganya menunjukkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum

adat yang harmonis.>®

Dalam penjelasannya ia juga mengutip pandangan dari Hasbi
Ash-Shiddieqy tentang konstruksi fikih ala Indonesia. Shiddieqy
menjelaskan, fikih yang selama ini digunakan adalah fikih yang
bukan bercorak Indonesia, tetapi /4ijazi (bercorak adat masyarat
Hijaz, misri (adat masyarakat Meir) atau hindr (diturunkan
berdasarkan adat masyarakat India). Shiddieqy kemudian
mempelopori pembangunan fikih yang berakar dari nilai-nilai khusus
yang ada di masyarakat Indonesia yang dipadukan dengan sumber-
sumber syariah dan logika .hukum. sebagaimana yang ada dalam
mazhah-mazhab fikih. Pendapat yang berangkat dari ajakan Hazairin
soal-perlunya memulai pembangunan: mazhab nasional Indonesia
yang dikembangkan sesuai nilai-nilai lokal®® tersebut, menurut Ratno

membukakan jalan bagi adanya keterpaduan antara sistem hukum

57 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS,
1998), him. 1-2.

%8 Ibid., him. 75.

% Ibid., him. 77-88.

8 Hazairin berpendapat problem-problem yang spesifik menyangkut masyarakat
Indonesia, seharusnya tidak berhenti dan dibatasi oleh fikih Syafi’i saja, tetapi dikembangkan
melalui penyesuaian dengan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Lihat di Samsul Wahidin dan
Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1984), him. 87-88.
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adat dan hukum Islam. Lebih lanjut, adanya proses akomodasi di
antara kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam bidang hukum
keluarga sangat dimungkinkan terjadi.%® Sehingga, pergumulan
antara hukum adat dan Islam harus dipandang sebagai hubungan
yang dialogis dari pada bersifat konfrontasi sebagaimana pandangan
dari para Sarjana Barat.®?

Pada pendapat yang lain, John R. Bowen juga memandang
adanya pertemuan hukum adat dan hukum Islam dalam tataran
praktis masyarakat Indonesia dapat bersifat kolaboratif atau saling
menerima. Dalam penelitiannya yang diberi judul “Islam, Law and
Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning”
tersebut secara umum Bowen ingin memotret berbagai persoalan
hukum, agama dan kesetaraan jender yang terjadi di dalam
masyarakat dataran tinggi Gayo menggunakan pendekatan etnografis
dengan latar pluralisme yang ada di Indonesia. ® Meski di dalam
penelitiannya, Bowen tidak secara khusus membahas relasi hukum
adat dengan hukum Islam saja, tetapi berfokus pada kajian tentang
public reasoning masyarakat terhadap berbagai tata aturan
menyangkut perkawinan, perceraian dan kewarisan, namun di dalam
pembahasannya eksistensi dari hukum adat dan hukum Islam,

ditambah dengan hukum nasional tetap ikut terulas.

Kaitannya dengan pertemuan< adat dan Islam dari segi
hukumnya, Bowen memberikan contoh berupa Undang-undang No.
1 Tahun 1974 yang sekaligus memuat tiga sumber penemuan dan
pembentukan hukum. Tidak hanya adat dan Islam, hukum nasional
juga terlibat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Unsur

hukum adat setidaknya dapat dirasakan dari adanya aturan mengenai

61 Ratno Lukito, him. 76-77

62 Ibid., him. 94.

8 John R. Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public
Reasoning, (Cambridge: Cambridge University, 2003).
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harta gono-gini, sementara nuansa peraturan Islam salah satunya
terwujud dari dimuatnya mekanisme tentang poligami. Sedangkan
unsur hukum nasional jelas tergambar dari bentuk aturan tersebut
sebagai undang-undang yang dilegislasi melalui mekanisme hukum

nasional.®*

Selain dalam bentuk undang-undang tersebut, Bowen juga
menggambarkan adanya sinergitas hukum adat dengan hukum Islam
yang salah satunya terjadi pada contoh kasus sengketa waris di
dalam komunitas masyarakat Gayo. Di tahun 1960-an, mulai
bermunculan gugatan di Pengadilan Agama terkait pembagian waris
yang sebelumnya telah diputuskan menggunakan aturan adat. Tanah
yang pada saat itu identik dengan pewarisan masyarakat Gayo kerap
digugat oleh ahli waris lainnya berupa permintaan membagi ulang
menggunakan sistem kewarisan Islam.®® Di dalam aturan adat waris
Gayo, seseorang yang menikah di luar desa tempat tinggalnya dan
telah menerima barang-barang dari acara perkawinannya, maka hal
itu menggugurkan hak waris atas tanah bagi yang bersangkutan.%®

Pada kondisi tersebut, perkara sengketa waris biasanya muncul.

Di dalam menyikapi perkara tersebut, para hakim kala itu
berupaya untuk tidak menunjukkan keberpihakan mereka kepada
salah satu’ norma hukum, tetapi mengintegrasikan kedua sistem
hukum tersebut. Sebagaimana juga dilakukan oleh Pengadilan

Negeri waktu itu, hasil musyawarah hakim Pengadilan Agama

8 John R. Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public
Reasoning, (Cambridge: Cambridge University, 2003), dalam Arskal Salim, “Hukum Islam dan
Kesetaraan Jender di Indonesia”, Book Rewiew, Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 3, 2003, him.

8 John R. Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public
Reasoning, him. 100.
®1bid., him. 101.
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tentang pembagian tanah waris secara adat tidak dibatalkan dan

diakui sebagai mekanisme yang sah.®’

Secara umum, adanya keterlibatan dari 3 norma hukum, yakni
adat, Islam dan nasional (adanya pengakuan terhadap lembaga
peradilan negara) seperti pada praktik perkara kewarisan, dilihat oleh
Bowen sebagai suatu kenyataan, bahwa masyarakat Gayo di Aceh
mengaplikasikan ketiga hukum secara bersamaan melalui basis
pluralisme hukum.®® Lebih jauh, ia juga menyebut bahwa hukum
Islam harus dilihat melalui kacamata Indonesia dan bukan Arab,

Persia maupun Turki.®

Selain Ratno dan Bowen, hubungan hukum adat dan hukum
Islam yang bersifat fungsional juga diungkapkan oleh Noel James
Coulson. Berkaitan dengan hal itu, ia menyebut beberapa negara
dengan mayoritas muslim di dalamnya, seperti Maroko, India,
Tunisia, Algeria dan termasuk Jawa. Seperti diunukil oleh Murdan,
Noel menyebut, di berbagai wilayah tersebut hubungan antara Islam
dan adat lebih bersifat kolaboratif daripada konflik.”® Pandangan-
pandangan di atas akan menjadi titik tumpu dalam analisis mengenai
dialektika hukum Islam dengan hukum adat dalam konteks larangan
menikah bagi-anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua yang

ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

57 1bid., him. 102.

8 Murdan, “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia”, Jurnal Mahkamah, Vo. 1,
No. 1, Juni 2016, him. 52.

8 1bid., him. 54.

0 Ibid., hIm. 52. Lihat di Noel James Coulson, Muslim Custom and Case Law, dalam Die
Welt des Islam, New Series, Vol. 6, Issue %2 (1959), 13-24. 15-23.
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F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (field
research) dalam rangka menggali realitas yang ada di lokasi penelitian’
dan merupakan penelitian kualitatif.”> Dalam hal ini, penelitian lapangan
dimaksudkan agar Peneliti dapat langsung mengetahui dan memperoleh
data yang akurat tentang realitas dan dinamika sosial yang terjadi dalam
tradisi larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan
orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar serta

relasinya dengan hukum Islam.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitik yaitu penelitian yang berusaha
untuk memaparkan realita yang ada secara sistematis untuk menjelaskan
dan menganalisis tradisi larangan menikah bagi anak pertama karena
ketidaklengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok

Kabupaten Blitar secara objektif.”
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini- menggunakan pendekatan: sosiologi hukum sebagai
cara pandang untuk melihat fenomena tradisi larangan perkawinan yang
ada di“Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Asumsi
dasar ‘dari pendekatan sosiologi hukum <adalah bahwa hukum dan

masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Oleh sebab itu,

him. 21.

" Lihat di Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

2 Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplor dan memahami makna dari para

informan, baik individu maupun kelompok. Di dalamnya melibatkan proses pengumpulan data
yang spesifik dan analisis data secara induktif dalam menerjemahkan kompleksitas suatu
persoalan. Lihat di John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed, Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 4-5.

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2002), him. 102.
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pendekatan sosiologi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam
membaca dan memahami dinamika hukum perkawinan yang ada di
masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
Pendekatan sosiologi hukum mencoba untuk memahami hukum dari
kacamata realitas dan hubungannya dengan kenyataan di masyarakat,
bukan dari kacamata normatif. Karena itu, dalam pendekatan sosiologi
hukum meniscayakan sifatnya yang empiris. Sehingga, riset ini berangkat
dari fakta-fakta hukum secara empiris yang ada dan terjadi di masyarakat
tentang tradisi larangan menikah, bukan bertumpu pada penilaian
peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum Islam, sebagaimana

yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif.’
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi
larangan_menikah yang ada di Desa Candirejo, Peneliti melakukannya

melalui beberapa cara, antara lain:
a. Wawancara

Peneliti dalam rangka mengumpulkan data melakukan
kegiatan tanya jawab atau wawancara, baik dengan tatap muka
(face 'to face)'maupun-melalui alat ‘komunikasi jarak jauh seperti
telepon, - whatsapp dan- sosial media lainnya dengan para
informan.-Wawancara dilakukan dengan- pertanyaan-pertanyaan
yang secara umum tidak bersifat terstruktur (unstructured) dan
terbuka (opended)”® untuk memantik opini dari sumber
data/informan yang relevan yang berkaitan dengan masalah

tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama.

" Umar Solahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”,
Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, 2017, him. 51.

5 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed,
him. 267.
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b. Observasi

Dalam mendukung terhimpunnya data secara lebih baik,
Peneliti juga melakukan pengamatan langsung di masyarakat
Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk
lebih  mendapatkan pemahaman terkait tradisi larangan
perkawinan di sana. Sebagai sebuah metode, dalam proses
observasi Peneliti mencatat segala bentuk aktivitas yang tampak
dan berhubungan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga yang Peneliti
pergunakan adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi
merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data
tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan
yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun
dokumen pribadi dan juga foto tentang tradisi larangan
perkawinan bagi anak pertama di Desa Candirejo Kecamatan

Ponggok Kabupaten Blitar.
5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber data,

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:
a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah yang diperoleh langsung
diperoleh dari sumber utama, yaitu subjek penelitian. Dalam
penelitian ini, subjek penelitian sebagai informan terdiri dari
masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat bernama Wahyudi
(71), tokoh adat yaitu Pujangga atau dukun manten bernama
Mukri (70), Sungib (69), tokoh agama yaitu Sholiki (54), Nasikin
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(57), kalangan pemuda desa bernama Bahruddin (40) dan Erkam
Mahmudi (41) dan pegiat atau pelaku tradisi lainnya seperti
Sulastri (64), pegiat sejarah lokal bernama Pungky Agus
Sudarmawan (43) dan Widodo (65) serta perangkat desa yaitu
Kepala Desa bernama Suparman (57) dan Sekretaris Desa
Candirejo bernama Andi Kurniawan (30). Pihak-pihak informan
tersebut merupakan sumber data primer karena mengetahui
maupun mengalami langsung praktik tradisi larangan menikah
bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua di Desa

Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
b. Sumber Data Sekunder

Penggalian data dari sumber data sekunder digunakan untuk
mendukung data-data primer yang telah terhimpun. Sumber data
sekunder dapat berupa buku, artikel dan berbagai literatur
maupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan larangan
menikah dalam Islam, pada masyarakat Jawa maupun yang
berkaitan langsung dengan tradisi larangan menikah bagi anak
pertama yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok

Kabupaten Blitar.
6. Keabsahan Data

Dalam.. penelitian - ini; untuk memperoleh tingkat akurasi dan
kebasahan data yang baik terkait tradisi larangan menikah bagi anak
pertama dan relasi antara hukum Islam dengan hukum adat di dalamnya,
Peneliti menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi, yaitu (1)
triangulasi sumber yaitu melakukan konfirmasi informasi yang diberikan
oleh satu sumber kepada sumber-sumber yang lain, (2) triangulasi teknik
yaitu melakukan pengumpulan data tentang suatu informasi dengan lebih
dari satu teknik, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi serta (3)

triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data secara berulang di
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waktu yang berbeda kepada informan yang sama untuk mendapatkan

konsistensi atas pernyataan sebelumnya yang diberikan.
7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan dipahami.”” Dalam penelitian ini, teori
analisis data dari Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data,
yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi.”® Data-data tersebut merupakan data seputar tradisi larangan
menikah bagi anak pertama yang ada di Desa Candirejo Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar dan relasinya dengan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam 5 bab yang saling
berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penelitian ini memuat

pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya
memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua: bab. kedua. memuat. sedikit gambaran -.umum tentang
perkawinan dan penjelasan tentang larangan perkawinan menurut hukum
Islam. Pada bab ini juga dijelaskan tentang beberapa jenis dan bentuk

larangan perkawinan pada masyarakat Jawa di berbagai daerah.

Bab Ketiga: pada bab ketiga dipaparkan mengenai gambaran umum
Desa Candirejo dari aspek keagamaan dan tradisi di sana dan juga berisi

analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan mengenai tradisi larangan

76 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, him. 178.
7 Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1997), him. 63.
8 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kuantitatif: Buku
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menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua, mulai dari
asal-usul tradisi hingga praktiknya di masyarakat.

Bab Keempat: bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang analisis
terhadap data yang didapatkan seputar tradisi larangan menikah di Desa
Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan
relasi atau dialektika yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam dalam

tradisi tersebut menggunakan alat-alat analisis berupa teori yang relevan.

Bab Kelima: pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian dan

saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang

praktik

tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama karena

ketidaklengkapan orang tua dan dialektika antara hukum adat dengan hukum

Islam pada tradisi yang hidup dalam masyarakat Desa Candirejo Kecamatan

Ponggok Kabupaten Blitar, disimpulkan bahwa:

1.

Tradisi larangan menikah yang ditujukan bagi anak pertama karena
alasan ketidaklengkapan orang tua bersumber dari ilmu titen nenek
moyang di Candirejo yang pada intinya melarang anak pertama
menikah dengan orang yang hanya tinggal memiliki satu orang tua
saja karena diyakini dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam
kesulitan dan bencana bagi pelakunya. Tradisi ini dalam konsep
konstruksi sosial Peter L. Berger, terbentuk dalam realitas objektif
hasil dari adanya proses ekternalisasi nenek moyang masyarakat
berupa keinginan untuk menghindari praktik pernikahan ini hasil
ilmu titen, lalu berevolusi melalui objektivasi karena penghindaran
pernikahan tersebut menjadi pola dan meregulasi individu-individu
yang terlibat di dalamnya dan menjelma menjadi sebuah tradisi, lalu
terinternalisasi ke dalam diri masing-masing orang menjadi realitas
subjektif. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini dilatarbelakangi
oleh berbagai motif atau jenis tindakan sebagaimana dalam teori
Berger, seperti keyakinan terhadap nilai dan norma dari tradisi
sebagai sesuatu yang benar dan cara yang tepat untuk mencapai
keselamatan dan kebahagiaan dalam perkawinan (rasionalitas
instrumental), menghindari pergunjingan masyarakat sebagai nilai

yang dipegang (instrumental nilai), percaya dan takut dengan mitos
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dan motif dorongan kemantapan hati karena merupakan warisan
tradisi dari nenek moyangnya (tindakan afektif dan tindakan
tradisional). Sementara di balik praktik larangan menikah bagi anak
pertama di Candirejo, selain karena mitos, keberadaan Pujangga,
peran dari para orang tua dan tidak adanya kontra narasi dari para
tokoh agama dan masyarakat yang tidak mengikuti tradisi juga
menjadi faktor-faktor yang mendukung kelestarian tradisi ini.

Dialektika antara norma adat dan Islam dalam praktik larangan
perkawinan bagi anak pertama di masyarakat muslim Candirejo
menghasilkan suatu bentuk interaksi yang bersifat integratif,
fungsional dan tanpa konflik. Dengan demikian, teori-teori semacam
Receptie, Receptie in complexu, Receptio a Contrario yang
dikemukakan Snouck, Van den Berg dan Sayuti tentang hubungan
adat dan Islam yang lebih bersifat konflik dan tidak dapat berjalan
beriringan, tampak tidak valid dalam tataran praktis pada realitas di
masyarakat Candirejo. Justru, pandangan dan kesimpulan Ratno
Lukito maupun John R. Bowen dalam penelitian mereka yang lebih
menampakkan kebenarannya di lapangan, bahwa hukum Islam dan
adat dapat berjalan beriringan. Baik aturan adat maupun hukum
Islam diterapkan secara bersama-sama setidaknya melalui dua wujud
yang dapat ‘diamati, seperti adanya penambahan jenis larangan
menikah yaitu bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua
dan adanya syarat taukil wali pada mekanisme alternatif pelanggar
tradisi. Selain itu, kedua hal tersebut juga menjadi bukti kemampuan
adat dan hukum Islam berjalan beriringan serta menunjukkan lebih
menonjolnya pengaruh adat terhadap hukum Islam dalam praktik
perkawinan masyarakat muslim di Desa Candirejo Kecamatan

Ponggok Kabupaten Blitar.
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B. Saran

Sebagai sebuah karya ilmiah, Peneliti sangat menyadari tulisan ini
masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu,
Peneliti menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini
dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan
terhadap tradisi larangan menikah di Candirejo tentang sisi-sisi yang belum
tersentun dan menarik secara akademis selain tentang saran proses
penyusunan dan pengumpulan data yang dilakukan secara lebih baik.
Terlepas dari itu, tradisi pelarangan atau pantangan dalam perkawinan yang
hidup di berbagai komunitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia
merupakan bentuk kekayaan budaya yang selalu menarik untuk diteliti dan
dikaji dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. Seperti yang ada pada
masyarakat Candirejo tentang pantangan menikah bagi anak pertama karena
alasan ketidaklengkapan orang tua besan yang masih menyisakan banyak
ruang riset untuk para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, sehingga respons

terhadap penelitian ini dalam bentuk riset lanjutan masih sangat terbuka lebar.

Beberapa sisi lain dari tradisi larangan menikah yang berhubungan
dengan kelengkapan orang tua di Candirejo yang juga menarik untuk diteliti
adalah adanya praktik penunjukan wali selain wali nasab urutan pertama
(taukil wali) 'yang terdapat pada perkawinan anak pertama yang melanggar
tradisi ini, sebagai salah satu mekanisme alternatif untuk menghindari mitos
berupa nasib buruk. Selain itu, riset dari bidang keilmuan sejarah juga dapat
dilakukan untuk mendalami sisi historisitas lahirnya adat atau tradisi ini,
melihat ada tidaknya keterkaitan tradisi ini dengan masa kerajaan dan

peradaban tertentu secara lebih komprehensif.
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